SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/11/Kep/413.013/2015

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, serta
guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dipandang
perlu - menunjuk  Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2002 Nomor 3/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E};

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
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15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Saudara Yuhronur Efendi, S.E., M.M.,
M.B.A., NIP. 19680112 198603 1 001, Sekretaris
Daerah Kabupaten Lamongan selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2015.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkaitan
dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala
Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai
tugas koordinasi di bidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan barang daerah;

¢. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan
Perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Dacrah dan pejabat pengawas
keuangan daerah;

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Selain  mempunyai tugas koordinasi sebagaimana

dimaksud diktum KETIGA, Koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah mempunyai tugas :

memimpin TAPD,;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-

SKPD/DPPA-SKPD;

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati;
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f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Bupati.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. 8dr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr.Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di Bojonegoro;
5. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya




